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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah satu dari beberapa pemasukan terbesar yang diperoleh negara.
Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia, sampai dengan akhir bulan
Desember tahun 2023 realisasi penerimaan perpajakan sudah mencapai Rp2.155,42
triliun. Dalam menjalankan perpajakan terdapat sistem yang dianut oleh masing-
masing negara, menurut Mardiasmo (2018) di Indonesia menggunakan Self
Assesment System dimana WP diberi tanggungjawab penuh untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Pada UU No 36 Tahun 2008 WP dibedakan dalam kelompok besar menjadi
Orang Pribadi dan Badan, dalam penelitian ini khusus membahas mengenai Badan
khususnya dalam evaluasinya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Dalam menghitung pajak terutang, terdapat beberapa tarif Badan menyesuaikan
dengan kondisi dari Badan tersebut. Sebelum menghitung pajak terutang dalam
perpajakan terdapat proses yang disebut dengan rekonsiliasi yang merupakan
proses penyesuaian laporan keuangan komersial dan fiskal. Rekonsiliasi ini
dilakukan untuk mengkoreksi biaya yang tidak diperolehkan menjadi pengurang
menurut perpajakan yang dibahas lebih rinci pada UU No 36 Tahun 2008 Pasal 6
dan pasal 9.

Dalam praktik perpajakan perhitungan ini akan dilakukan pengecekan oleh DJP
sehingga apabila terdapat biaya yang dianggap janggal akan dikeluarkan Surat
Permintaan Penjelaskan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). WP diberikan waktu
selama 14 (empat belas) hari kerja untuk menjawab surat tersebut, apabila hal itu
tidak dilakukan maka akan dilakukan proses pemeriksaan pajak. Pengecekan ini
dapat dilakukan dalam jangka 5 (lima) tahun dari tahun pada laporan keuangan yang

berakibat pada pajak kurang bayar atau pajak lebih bayar.



Setelah menghitung pajak terutang WP harus membayar ke kantor pos atau Bank
yang ditunjuk oleh DJP, langkah selanjutnya adalah melaporkannya. Pelaporan ini
mengguanakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berisi 24 (dua
puluh empat) lampiran dan wajib disampaikan maksimal tanggal 30 April setiap
tahunnya. Dalam mengisi lampiran SPT, WP hanya diperbolehkan mengisi
lampiran yang diperlukan selama melakukan transaksi dalam satu tahun pajak.
Pengisian dilakukan dari lampiran belakang ke depan karena perhitungannya akan
otomatis terjumlah pada lampiran induk. Pengisian SPT yang keliru akan
menyebabkan jumlah pajak terutang yang terhitung otomatis di lampiran induk
akan berbeda dengan perhitungan manual sehingga akan terjadi pajak kurang/lebih

bayar.

Penyampaian SPT yang terlambat mengakibatkan WP memperoleh sanksi
yaitu berupa denda administrasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), bunga 2%
(dua persen) per bulan sampai dengan SPT disampaikan, dan langkah terakhir yaitu
kurungan penjera minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun. Hal ini
tentunya menjadi pertimbangan tersendiri untuk WP Badan agar dapat melaporkan

sesuai dengan waktu yang sudah dtentukan dalam UU No 28 Tahun 2007.

Penelitian ini1 didasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan
oleh Cindy Chairuni Janah (2019) Evaluasi Perpajakan PPh Badan (Studi Kasus
Pada Perusahaan Konsturksi PT Cakra Perkasa Utama). Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal
4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan khusus perusahaan jasa konstruksi, namun untuk
pelaporannya belum sesuai karena dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018 dimana

batas waktu yang berikan Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan 30 April.

CV JAC adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli usaha
perdagangan eceran tekstil yang berdiri pada tahun 2017 dan beroperasional di Kota
Yogyakarta. Dalam menyusun laporan keuangan CV JAC menyewa jasa konsultan
pajak dari CV HTC Training & Consulting, mulai dari laporan keuangan bulanan,

tahunan, serta administrasi perpajakan lain yang diperlukan selama CV JAC



beroperasi. Dari masalah yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada

CV JAC Tahun 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang

akan dibahas adalah:

1. Apakah perhitungan pajak terutang CV JAC 2023 sudah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

2. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV JAC sudah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perhitungan pajak terutang CV JAC tahun 2023
sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.

2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan pajak pada CV JAC dengan peraturan
yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teori
Hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi literatur dalam melaksanakan

penelitian dimasa mendatang terkait dengan perhitungan PPh Badan.



2. Manfaat praktis
Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat untuk WP Badan agar
dapat menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan UU No 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan.

1.5 Sistematika Pembahasan
Agar memudahkan pembaca dan penulis, Tugas Akhir ini terbagi atas:
Bab 1. Pendahuluan

Bab 1 menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan , manfaat, dan

sistematika penelitian.
Bab 2. Kajian Pustaka

Bab 2 membahas tentang kajian pustaka, landasan teori yang mendukung penelitian
ini.
Bab 3. Metode Penelitian

Bab 3 menguraikan tentang desain penelitian terapan, sifat penelitian, data dan

sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab 4 akan menjelaskan objek penelitian, perhitungan, dan pelaporan pajak serta

evaluasinya.
Bab 5. Kesimpulan

Bab 5 akan membahas tentang kesimpulan, implikasi, kekurangan yang peneliti

temui dalam melakukan penelitian, serta masukan bagi peneliti dimasa mendatang.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung, yang dibayarkan oleh warga untuk kesejahteraan negara

berdasarkan peraturan yang berlaku menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2016).

Dalam prakteknya peraturan yang mengatur tentang perpajakan sering kali

mengalami perubahan, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi dari keadaan

terkini sehingga pendapatan dari pajak dapat memberikan kontribusi kepada

negara. Tidak bisa dipungkiri pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang

paling besar yang digunakan dalam pembangunan negara dan masyarakat. Dari

pengertian tersebut, Mardiasmo menyimpulkan unsur pajak antara lain:

1.

Iuran yang diberikan oleh warga, untuk kemakmuran negara.

2. Berdasarkan UU.
3.
4

. Penggunaannya untuk kemakmuran negara, seperti pengeluaran yang berguna

Tanpa timbal balik secara langsung.

untuk masyarakat..

2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Purwono (2010) subjek pajak merupakan beberapa hal yang

mendapatkan penghasilan yang dapat dikenai pajak, menurut UU No 36 Tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan subjek pajak terbagi atas:

1.

Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak

Badan, dan

Bentuk usaha tetap

Menurut Resmi (2009) objek pajak merupakan penghasilan yang diperoleh

baik di Indonesia maupun luar Indonesia yang digunakan untuk menambah

kekayaan atau hanya untuk konsumsi.



2.3 Wajib Pajak

Menurut Djoko Muljono (2010) wajib pajak (WP) merupakan subjek pajak
yang dapat melakukan kewajiban perpajakan. Dalam UU No 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan. WP dibedakan menjadi dua yaitu:

1. WPOP
ialah OP yang menerima penghasilan baik di atas dan dibawah pendapatan
tidak kena pajak atau PTKP. WP disarankan memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), jika tidak akan memperoleh tarif 20% (dua puluh persen) lebih
besar dari tarif normal.

2. WP Badan
Wajib Pajak Badan merupakan setiap badan yang didirikan di Indonesia dan
melakukan usahanya di Indonesia. Maka harus mendapatkan sebagai WP hak

serta kewajiban sesuai UU perpajakan.

2.4 Wajib Pajak Badan

Badan merupakan usaha yang didirikan oleh orang atau sekelompok orang
untuk menjalankan usaha secara berkesinambungan. Badan sendiri dapat berupa
yayasan, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, organisasi sosial politik, organisasi
masa Badan Usaha Milik Negrara/Daerah (BUMN/BUMD), perseroan terbatas

(PT), reksadana, lembaga, perseroan komanditer (CV), dan lainnya

2.5 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Indonesia menganut sistem self assesment yaitu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan,
dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Dari hal tersebut Wajib Pajak
Badan harus dapat menentukan tarif yang digunakan dalam memperhitungkan pajak

terutangnya, adapaun tarif Badan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:



1.

Tarif Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal
31E dijelaskan bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto
lebih dari Rp4.800.000.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas
berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak atau penghasilan neto fiskal. Tarif
Badan normal adalah 22% (dua puluh dua persen), apabila mengikuti Pasal 31E
UU No 36 Tahun 2008 maka tarif dikenakan sebesar 11% (sebelas persen).
Tarif Pasal 17 ayat 1b dan 2b UU Harmonisasi Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat 1 poin b menegaskan tarif normal Badan
dalam negeri dan BUT sebesar 22% (dua puluh dua) berlaku mulai tahun 2022.
Sedangkan pada peraturan yang sama Pasal 17 ayat 2 poin b dijelaskan WP
Badan berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang
disetor diperdagangkan pada bursa efek Indonesia paling sedikit 40% (empat
puluh persen) memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif normal,
sehingga tarif yang dikenakan adalah 19% (sembilan belas persen).
Tarif Final

Tarif Pasal 56 PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di
Bidang Pajak Penghasilan mengatur mengenai Wajib Pajak dengan peredaran
bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif yang
dikenakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto yang
diperoleh oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Pada Pasal 57 syarat WP
OP dan WP Badan denga bentuk koperasi, persekutuan komanditer, lirma,
perseroan terbatas, atau Badan usaha milik desa/Badan usaha milik desa
bersama, dapat menggunakan tarif final adalah menerima atau memperoleh
penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000.000

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Dalam Pasal



59 ayat 1 dijelaskan batas waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final

antara lain:

a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi WP OP

b. 4 (empat) tahaun pajak bagi WP Badan dengan bentuk BUMD/BUMBD,
persekutuan, koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan
perseorangan yang pendiriannya dilakukan 1 (satu orang)

c. 3 (tiga) tahun pajak bagi WP Badan berbentuk PT.

2.6 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Budiarti dan Ana (2016:34) rekonsiliasi fiskal adalah proses
menyesuaian laporan keuangan komerisal agar dapat sesuai ketentuan perpajakan.
Penyebab rekonsiliasi sendiri yaitu disebabkan karena perbedaan waktu dan beda
tetap. Perbedaan waktu dapat terjadi ketika masuknya penghasilan yang dicatat kas
basis pada periode lama. Sedangkan, beda tetap muncul saat ditemukan transaksi
perusahaan yang sebenarnya tidak bisa menjadi standar Wajib Pajak, contohya
adalah penghasilan dari sumbangan dan semacamnya. Rekonsilasi fiskal disebut
juga dengan koreksi fiskal, koreksi fiskal sendiri terbagi atas:

1. Koreksi fiskal poisitf yaitu perbaikan atau koreksi yang dilakukan pada catatan
penghasilan dan biaya yang memiliki berakibat pada turunnya jumlah biaya
Wajib Pajak, sehingga laba fiskal akan naik.

2. Koreksi fiskal negatif yaitu perbaikan atau koreksi yang dilakukan dan hasilnya

menambah jumlah biaya pajak, sehingga laba fiskalnya akan naik.

Berikut ini merupakan kosep penghasilan menurut akuntansi komersial dengan

fiskal:



Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Fiskal dan Akuntansi Komersial

Pembeda Akuntansi fiskal Akuntansi komersial
Metode Hanya garis lurus dan saldo | Garis lurus, saldo menurun,
penyusutan menurun. unit produksi, dan jam kerja

mesin.
Sumbangan Bukan termasuk beban. Merupakan beban, masuk

dalam akun beban lain-lain.

Pajak Penghasilan dikenakan Pajak | Tetap diakui sebagai
Penghasilan Penghasilan ~ final = harus | penghasilan.
Final dikeluarkan dari penghasilan

neto fiskal.

Biaya Dapat diakui sebagai biaya | Tetap diakui sebagai biaya.
entertainment | sepanjang memenuhi

ketentuan.
Penghapusan | Tidak dapat dibebankan. Tetap diakui sebagai beban.

piutang  tak

tertagih

Adanya rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal mengacu pada Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 dan Pasal 9. Dalam Pasal
6 dijelaskan mengenai beberapa biaya yang boleh dikurangkan (deducible expense),

adapun biaya-biaya tersebut antara lain:

1. Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya pembelian bahan
b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikiasi, dan tunjangan yang diberikan dalam

bentuk uang



® =N WO

c. Bunga, sewa, dan royalti
d. Biaya perjalanan

e. Biaya pengolahan limbah
f. Premi asuransi

g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Mentri Keuangan

h. Biaya administrasi, dan

1. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Kerugian selisih kurs mata uang asing

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

Piutang yang nata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial

b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak

c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutag negara; atau adanya perjanjian
tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur
dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasi dalam penerbitan
umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya
telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

d. Syarat sebagaimana dimaksud pasa angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
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10.

11.

12.

13.

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k (yang pelaksanaannya diatur lebih lanjur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan)
Sumbangan dalam rangka penanggualangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Biaya pembangunan infrasturktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah
Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah
Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah

Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan mengenai biaya yang tidak boleh

dikurangkan (non deductible expense) dalam menghitung laba fiskal, adapun biaya

tersebut antara lain:

1.

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan Badan usaha lain
yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial
yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
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5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan empat pembuangan
limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri
. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf
m serta zakat yang diterima oleh Badan amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah
. Pajak Penghasilan
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
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k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di

bidang perpajakan.

2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk

dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau

amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

Beberapa biaya tetap diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan,

misalnya biaya promosi, biaya entertainment, dan untuk piutang yang nyata-nyata

tidak dapat ditagih dengan melampirkan daftar norminatif. Daftar nominatif

merupakan daftar biaya yang dikeluarkan oleh WP atas transaksi yang dilakukan

seperti pembagian hadiah atau parcel. Rincian ini memuat informasi seperti nama,

NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, nominal, keterangan, jumlah PPh

yang dipotong/dipungut, nomor bukti potong dan lain-lain. Berikut merupakan

format daftar norminatif:

Mama W ajib Pajsk

OO OO OO0 O O o1
[I1T

NPWP
Alamat
Tshun Pajsk

LAMPRAN | FERATURAN MENTERIKELANGAN
02/ 03/2010

Birya Frarmosi Yang Dikurangkan Dari Penghasian Bruin

Momar
Tertag

DAFTAR NOMINATIF BIAYAPROMO 51

Data Penerima

Pemaotongan PPh

Nama

NPW P

Tanggal

Bentuk dan Jenis
Biaya

Jumnish
{Rp)

Keterangan

Jumnish
PPh

Nemar
Buk ti Potong

Jurnish

Gambar 2.1 Daftar Norminatif Biaya Promosi
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DAFTAR NOMINATIF BIAYA PERJAMUAN

Nama Wajib Pajak =
NPWP :

Alamat
Tzhun Pejzk

Data Penerima

Keterangan Entertair

e Hama Posisi Nama Perusahaan

Jenis Usaha

Tanggal

Nama Tempat

Alamat

Jenis Januan

Jumbah

Jumbah Total

Gambar 2.2 Daftar Norminatif Biaya Perjamuan

2.7 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan penghasilan, pembaayaran

[ajak yang sudah dilakukan, harta dan kewajiban yang dimiliki selama satu tahun

pajak yang dikakukan oleh WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Surat pemberitahuan sendiri terdiri atas:

1. Surat Pemberitahuan Masa yaitu surat pemberitahuan atas tranaksi yang terjadi

selama satu bulan/ masa pajak.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan Surat Pemberitahuan atas transaksi

yang terjadi selama satu tahun pajak.

SPT Tahunan Wajib Pajak Badan hanya memiliki satu jenis formulir yaitu

formulir 1771. Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir berisi enam

lampiran dan beberapa lampiran khusus sesuai usaha yang dijalankan oleh Wajib
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Pajak Badan untuk memberitahukan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh

terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak.

2.8 Kredit Pajak

Kredit pajak merupakan pajak yang berkitan dengan transaksi lain yang
nantinya dapat menjadi pengurang dalam menentukan pajak kurang bayar.

Beberapa jenis kredit pajak antara lain:

1. PPh Pasal 22 berkenaan dengan kegiatan usaha di bidang lain atau impor.

2. PPh Pasal 23 berkenaan dengan sewa, penghargaan, deviden, bunga, royalti dan
imbalan lain.

3. PPh Pasal 24 atas pajak penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang dapat
dikreditkan.

4. PPh Pasal 25 atas pajak angsuran yang dibayar WP berdasarkan pajak terutang
tahun lalu dibagi dengan jumlah bulan dalam satu tahun.

5. PPh Pasal 26 Ayat 5 atas pajak luar negeri yang tidak bersifat final.

2.9 Batas Penyetoran dan Pelaporan

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Pasal 3 untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal in1
maka batas waktu penyampaiannya adalah 30 April, sedangkan penyetoran
dilakukan sebelum dilakukan pelaporan SPT Tahunan. Pada Pasal yang sama juga
dijelaskan mengenai perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu
2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara

menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Dalam keterlambatan pelaporan terdapat sanksi denda administrasi yang dapat
dijatuhi kepada WP Badan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah
dengan bunga yang harus dibayarkan sebesar 2% setiap bulan. WP juga dapat

15



dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara minimal 6 (enam) bulan dan
maksimal 6 (enam) tahun sebagai upaya terakhir dari DJP mengajukan
perpanjangan penyampaian SPT. Perpanjangan pelaporan juga diberikan selama 2
(dua) bulan untuk WP yang mengajukan perpanjangan, sehingga pelaporan dapat

dilakukan sampai dengan 30 Juni.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan menjadi acuan antara lain:

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu

No | Nama dan Judul Hasil Penellitian
Tahun
Penelitian
1. | Janah (2019) | Evaluasi Kewajiban | Dalam menghitung pajak terutang
Perpajakan PPh PT Cakra Perkasa Utama tahun
Badan (Studi Kasus | 2017 sudah sesuai dengan UU No
PadaPerusahaan 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2
Konstruksi PT Cakra | dengan tarif final sebesar 3%,
Perkasa Utama) namun dalam pelaporannya belum
sesuai karena dilakukan pada
tanggal 25 Juni 2018.
2. | Rapika Analisis Perhitungan | Dalam  menerapkan akuntansi
(2021) Pajak Penghasilan pajak pengasilan yang dilakukan
Badan Pada PT Erha | PT Erha Abadi masih belum sesuai
Abadi dengan peraturan  perpajakan
dikarenakan masuk memasukkan
beberapa biaya yang tidak
diperbolehkan menjadi pengurang
seperti biaya sumbangan, biaya
telepon, dan biaya rekreasi.
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Hutasoit Analisis Koreksi Koreksi fiskal positif dilakukan
(2021) Fiskal Positif dan terhadap biaya transportasi, biaya
Negatif Terhadap pemeliharaan, biaya penyusustan,
Pajak Penghasilan biaya sewa, biaya telepon, biaya
Badan Terutang pada | entertainment, sumbangan, dan
PT Finansia Multi biaya pajak. Sedangkan koreksi
Finance negatif  dilakukan terhadap
pendapatan jasa giro. Koreksi
fiskal ini menyebabkan
perhitungan laba menurut
komerisal dan fiskal menjadi
berbeda.
Kodobo Mekanisme Pelaporan yang dilakukan oleh
(2019) Pelaporan SPT PPH | KKP  Starworld &  Partners
Badan Menggunakan | Manado mengguankan aplikasi E-
Aplikasi E-SPT 1771 | SPT 1771 sudah sesuai dengan
pada KKP Starworld | peraturan yang ada.
& Partners Manado
Destyanti Penyusunan Laporan | Dalam menghitung pajak terutang
(2020) Keuangan untuk CV PNS mengkoreksi beberapa

Pelaporan Pajak
Penghasilan Badan
Final pada CV PNS
oleh HTC Training
Consulting

biaya yaitu beban lain-lain, beban

sosial dan lingkungan, beban
listrik, air, telepon, sampah dan
keamanan, beban rumah tangga
kantor, beban ATK, dan beban
penyusutan. Sedangkan tarif yang
digunakan dalam menghitung

pajak terutang adalah 0,5%.
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2.11 Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif yang bertujuan menganalisis laporan
keuangn CV JAC dengan UU No 36 Tahun 2008 mengenai koreksi dan pengenaan
tarif untuk menghitung pajak terutang. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi
pelaporan yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai dengan UU No 28 Tahun
2007. Kualitatif interpretatif menjelaskan sebab dibalik sebuah fenomena yang
terjadi dalam perusahaan. Penelitian ini diharapkan mendapati temuan yang dapat
dijadikan rekomendasi atau panduan untuk perusahaan lain dengan permasalahan

yang sama. Proses dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Laporan Keuangan CV JAC tahun
2023

\4

Koreksi fiskal dan menghitung pajak

terutang

l

UU No 36 Tahun 2008

l

Pelaporan SPT Tahunan Badan

i

UU No 28 TAHUN 2007

l

Kesimpulan

Gambar 2.3 Kerangkan Konseptual

18



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian Terapan

Penlitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan
untuk mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan
pada CV JAC tahun 2023 dengan peraturan yang berlaku. Hal ini didukung dengan
beberapa pendapat dari ahli seperti:

1. Pradoko (2017), penelitian kualitatis merupakan metode yang dilakukan
oleh seseorang yang mampu mengamnil data yang berprinsip sebagi peneiti
tunggal dalam segala aspek, walaupin di lapangan dibantu oleh tim atau
kelompok.

2. Williams (2008) menyebutkan terdapat 3 (tiga) pokok dalam penelitian
kualitatif:

a. Pandangan dasar tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang
diteliti, posibilitas penarikan generalisasi, posibilitas dalam

membangun jalinan hubungan kasual, dan peranan dalam

penelitian.
b. Karakteristik pendekatan penelitian kualitatif sendiri
c. Proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif

Menurut Hikmawati (2017) penelitian deskriptif merupakan penelitan yang
dilakukan untuk mengumpulkan informasi berdasarkan status suatu gejala yang ada,
yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam
buku lain Hardani (2020) juga dijelaskan oleh penelitian deskriptif adalah penelitian
yang diarahkan untuk memberikan gejala-hejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian
secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan data asli yang diangkat menjadi sebuah studi

kasus berupa data numerik dari laporan keuangan CV JAC tahun 2023, tetapi
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mendeskripsikan langkah-langkah dalam membahas masalah sesuai teori tanpa ada

pengolahan data secara statistik.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data sekunder dimana
data yang digunakan diperoleh dari sumber yang sudah terdokumentasi di perusahaan
lain seperti sejarah perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT), dan data-data lainnya. Data tersebut diperoleh dalam kegiatan magang
industri selama 6 (enam) bulan pada kantor konsultan pajak HTC Training &
Consulting yang beralamat di JI Kaliurang Km 12,5 Tegalrejo RT 05, RW 02,
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. CV JAC merupakan
salah satu klien CV HTC Training & Consulting sejak tahun 2019. Dalam menyusun
laporan keuangan dan menjalankan kewajiban perpajakannya, CV JAC dibantu oleh

CV HTC Training & Consulting.

3.3 Metode Pengumpulan Data
Penelitian berdasar dengan data sekunder, diperoleh dari:

1. Wawancara merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung
secara lisan (tanya jawab). Wawancara dilakukan kepada karyawan CV JTC
Training & Consulting selaku penyusun laporan keuangan dan sebagai pihak yang
bertanggungjawab atas perpajakan yang dilakukan oleh CV JAC.

2. Dokumentasi (pengumpulan dokumen), merupakan pengumpulan informasi
dengan cara mencopy dan mencatat dokumen terkait CV JAC di CV HTC Training
& Consulting.

3. Penelitian kepustakaan (library research), merupakan penelitian yang diperoleh
dari buku, catatan, penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa

sehingga didapatkan interpretasi terkait masalah yang dibahas.
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3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif bertujuan menemukan ciri-ciri sifat dan fenomena-fenomena
yang termasuk dalam satu kategori: selanjutnya peneliti mencari hubungan antara
frnomrna dengan membandingkan perbedaan/persamaan sifat dari berbagai gejala
yang ditemukan. Analisis data yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan
antara teori dan praktek dalam tata cara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan
badan. Analisis ini membandingkan antara praktek yang sudah dilakukan CV JAC
dengan terkait rekonsiliasi dan perhitungan pajak terutang dengan UU No 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan dan pelaporan SPT Tahunan dengan UU No 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

CV JAC adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan eceran
tekstil dan berkedudukan di Kota Yogyakarta. Berdiri sejak tanggal 23 Mei tahun
2017 dan mulai beroperasi ditahun 2018, mendapat pengesahan dari Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019.
Usaha yang dilakukan CV JAC termasuk perdagangan ekspor, impor, interinsulair
dan lokal dari segala barang serta bahan yang dapat diperdagangkannya, juga
bertinsak sebagai grosir, leveransier, distributor, dealer, sub dealer, splier, agen, sub
agen dan perdagangan perantara, jasa, yang berhubungan dengan jasa penjahit
pakaian (7aylor), dan Jasa, yang berhubungan dengan jasa gorden (Interior

Gordyn).

Data yang diperoleh mengenai objek penelitian ini didapatkan ketika penulis
melakuka magang industri pada kantor konsultan pajak HTC Tarining &
Consulting, dimana CV JAC merupakan salah satu klien yang menyewa jasa HTC

untuk pengerjaan segala jenis pajak yang dikenakan kepada CV JAC.

4.2 Mekanisme Perhitungan Pajak Terutang

Dalam menghitung pajak terutang, terdapat penyesuaian yang harus dilakukan
antara laporan keuangan fiskal dan komersial atau yang sering disebut dengan
rekonsiliasi fiskal. Perbedaan perhitungan laba komersial dan fiskal terjadi karena
beberapa biaya tidak boleh menjadi pengurang pada komponen Laporan Laba Rugi
menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh. Dari perhitungan rekonsiliasi, dapat
diperoleh laba fiskal yang merupakan dasar perhitungan pajak terutang CV JAC
pada tahun 2023.
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4.2.1 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi terbagi menjadi dua yaitu positif dan negatif, berikut merupakan

rincian rekonsiliasi yang dilakukan oleh CV JAC pada tahun 2023:

1. Rekonsilaisi fiskal positif

a.

Beban pemeliharaan, dikoreksi sebesar Rp3.511.000 dikarenakan biaya
tersebut merupakan biaya service mobil atas nama direksi.

Tabel 4.1 Rincian Koreksi Biaya Pemeliharaan

TANGGAL |(KETERANGAN NOMINAL
15/05/2023|service accord 1.511.000
20/05/2023|salon interior accord 2.000.000

Beban pajak dan perijinan, dikoreksi sebesar Rp275.096 dikarenakan biaya
tersebut merupakan pembayaran PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh CV
JAC atas service AC.

Tabel 4.2 Rincian Koreksi Biaya Pajak dan Perijinan

Beban sosial dan lingkungan, dikoreksi seluruhnya karena berisi biaya yang

digunakan untuk membayar iuran kepada RT dan RW setempat.
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BULAN NOMINAL |KETERANGAN NOMINAL [KETERANGAN | NOMINAL |KETERANGAN TOTAL
JANUARI 62.500 [PPH 21 ATAS SERVICE AC 62.500
FEBRUARI -
MARET -
APRIL 50.000 [PPH 21 ATAS SERVICE AC 50.000
MEI -
JUNI 62.500 [PPH 21 ATAS SERVICE AC 62.500
Jull

AGUSTUS

SEPTEMBER -
OKTOBER 37.500 [PPH 21 ATAS SERVICE AC 37.500
NOVEMBER -
DESEMBER 62.500 [PPH 21 ATAS SERVICE AC 96 |PENYESUAIAN 62.596




Tabel 4.3 Rincian Koreksi Beban Sosial dan Lingkungan

BULAN

NOMINAL |KETERANGAN

NOMINAL

KETERANGAN

NOMINAL |KETERANGAN

TOTAL

JANUARI

100.000 [DANA SOSIAL RW

75.000

IURAN BULANAN RT

75.000 |IURAN BULNAN

FEBRUARI

250.000

MARET

APRIL

100.000 [DANA SOSIALRW

75.000

IURAN BULANAN RT

MEI

175.000

JUNI

JULI

100.000 [DANA SOSIALRW

75.000

IURAN BULANAN RT

175.000

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

100.000 [DANA SOSIALRW

75.000

IURAN BULANAN RT

175.000

NOVEMBER

d. Beban entairtement, dikoreksi seluruhnya dikarenakan biaya tersebut

merupakan biaya pembelian parcel lebaran untuk customer namun tidak

DESEMBER

disertai dengan daftar norminatif.

e. Beban lain-lain, dikoreksi seluruhnya dikarenakan biaya tersebut muncul
akibat penyesuaian kas yang dilakukan di bulan Desember. Penyesuaian ini

terjadi akibat selisih jumlah kas yang tercatat pada jurnal dan jumlah kas

100.000 [DANA SOSIAL BULANAN

Tabel 4.4 Rincian Koreksi Beban Entairtement

TANGGAL KETERANGAN NOMINAL
09/04/2023(parcel idul fitri jasmine cake 21.456.000
11/04/2023|pelunasan parcel cv jac 4.335.900

yang dipegang kasir pada akhir tahun.

2. Rekonsilaisi fiskal negatif

d. Pendapatan bunga, dikoreksi karena merupakan biaya yang dikenai Pajak

Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau final dengan tarif sebesar 20%.

Berikut merupakan perhitungan rekonsilasi fiskal sehingga didapatkan laba fiskal:

100.000




Tabel 4.5 Rincian Koreksi Fiskal

CVJAC

LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KOREKSI FISKAL

KETERANGAN LABA KOMERSIAL LABA FISKAL
POSITIF NEGATIF
PENDAPATAN
Penjualan 4.138.599.075 - - 4.138.599.075
Potongan penjualan - - - -
Retur Penjualan - - - -
Jumlah Pendapatan 4.138.599.075 4.138.599.075
HARGA POKOK PENJUALAN -
Persediaan Barang Dagang awal 1.400.970.000 - - 1.400.970.000
Pembelian 2.695.159.350 - - 2.695.159.350
Potongan pembelian - - - -
Retur Pembelian - - - 12.373.327.500
Beban angkut pembelian 2.562.000 -
Harga Pokok Barang Siap Dijual 4.098.691.350 - - 4.098.691.350
Persediaan Barang Dagang akhir 1.358.923.000 - - 1.358.923.000
Harga Pokok Penjualan 2.739.768.350 - - 2.739.768.350
Laba (Rugi) Bruto 1.398.830.725 - - 1.398.830.725
BEBAN - - -
Beban Penjualan 34.639.124 - - 34.639.124
Beban Gaji 517.331.775 - - 517.331.775
Beban Tunjangan 82.682.700 - - 82.682.700
Beban Pendidikan & Pelatihan - - - -
Beban Sewa - - - -
Beban Perlengkapan 34.036.480 - - 34.036.480
Beban Pemeliharaan 18.675.500 3.511.000 - 15.164.500
Beban Penyusutan 3.362.000 - - 3.362.000
Beban Listrik, Air, T elpon, Sampah dan Keamanar| 9.460.900 - - 9.460.900
Beban Rumah Tangga Kantor 18.448.400 - - 18.448.400
Beban Pajak & Perijinan 2.281.796 275.096 - 2.006.700
Beban Sosial dan Lingkungan 875.000 875.000 - -
Beban ATK 6.199.300 - - 6.199.300
Beban Jasa Pihak Ketiga 30.000.000 - - 30.000.000
Beban Perjalanan Dinas 47.837.000 - - 47.837.000
Beban Konsumsi 290.000 - - 290.000
Beban Pos, Materai, dan Asuransi 22.494.344,00 - - 22.494.344
Beban Transportasi, BBM 12.703.000 - - 12.703.000
Beban Promosi - - - -
Beban Entertainment 30.691.900 30.691.900 - -
Jumlah Beban 872.009.219 - - 836.656.223
LABA (RUGI) OPERASI 526.821.506 - - 562.174.502
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - - -
Pendapatan Bunga 1.052.150,00 - 1.052.150 -
Pendapatan Lain-Lain 821.982 - - 821.982
Beban Administrasi Bank 2.044.272 - - 2.044.272
Beban Bunga - - -
Beban Lain-Lain 27.936.658 27.936.658 - -
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain (28.106.797,20) - - (1.222.290)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 498.714.709 63.289.654 1.052.150 560.952.213
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Perhitungan rekonsiliasi fiskal menunjukkan CV JAC juga sudah mengikuti
peraturan dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimana dalam
Pasal 6 dan 9 dijelaskan mengenai beban yang dapat dan tidak dapat dibiayakan
menjadi pengurang diperhitungan pajak terutang. Rekonsiliasi dilakukan agar

terjadi kesesuaian hitungan antara laporan komersial dan fiskal.

1.1.2 Pajak Terutang

Dari rincian rekonsiliasi fiskal yang sudah dilakukan, maka dapat diperoleh
Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal CV JAC tahun 2023 adalah yaitu sebesar
Rp560.952.213, dalam menghitung pajak terutang tiga digit dari penghasilan
tersebut harus dibulatkan ke bawah sehingga laba fiskal yang digunakan dalam
menghitung pajak terutang adalah Rp560.952.000. Berikut merupakan perhitungan
pajak terutang CV JAC tahun 2023:

Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Terutang

FASILITAS

1% X 560.952.000 = 61.704.720
JUMLAH PPH TERUTANG 61.704.720
KREDIT PAJAK
-PPH 22
- PPH 23
JUMLAH KREDIT PAJAK -
PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 61.704.720
- PPH PASAL 25 35.753.436
PPH YANG KURANG DIBAYAR 25.951.284

CV JAC memperoleh fasilitas pemotongan tarif sebanyak 50% dari tarif
normal 22% (dua puluh dua persen) dikarenakan peredaran brutonya belum
mencapai Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Hal ini sesuai
dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Penggunaan
tarif final 0,5% (nol koma lima persen) bagi perusahaan berbentuk CV sesuai
peraturan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dimana

untuk perusahaan berbentuk CV, hanya diperbolehkan mengguankan tarif final
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selama 4 (empat tahun) setelah perusahaan berdiri, sudah tidak dapat dipergunakan

lagi mengingat CV JAC sudah berdiri dari tahun 2018.
1.3 Pelaporan SPT Badan

Dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan, disediakan e-
Form yang dapat diunduh pada laman Direktorat Jenderal Pajak. E-form tersebut
merupakan formulir SPT elektronik yang pengisisannya dapat dilakukan secara
offline melalui aplikasi Form Viewer. Berikut merupakan tata cara mengunduh e-

from dari laman DJP online:

Login

€ 5 Jepvh
¥

Gambar 4.1 Tampilan Login Website DJP

Lupa Kata Sandi ?

Tampilan di atas merupakan laman awal sebelum login akun DJP yang sudah
dimiliki oleh Wajib Pajak. Dengan memasukkan NPWP atau NIK, kata sandi, dan
kode keamanan Wajib Pajak sudah dapat mengakses fitur-fitur yang berada di
website DJP.
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= (@] 08 account.pajak.go.id/informa: B v ® ©® 8§ =

Profil ¥ Peraturan~  Unduh~  InformasiPublik ¥  Internasional * Tema™  Reformasi Perpajakan~  Edukasi Pajak

| Cdip

B Informasi

wpP

ib Pajak yang telah terdaftar pada sistem Tampilkan NPWP
=

' Anda
D ajak
NPWP 15 NPWP 16 =2

Anda dapat mengirim NPWP Elektronik ke email Anda dengan
menekan tombol di bawah.

Gambar 4.2 Tampilan Awal Website Setelah Login

Setelah berhasil masuk, maka tampilan akan menjadi seperti di atas. Pada
halaman awal ini akan ditampilkan identitas dari Wajib Pajak mulai dari nama
Wajib Pajak, NPWP, email, nomot telepon, dan lain-lain. Pada bagian atas terdapat
lima menu yang terdapat di atas, Wajib Pajak dapat memilih menu Lapor untuk

mengunduh SPT 1771 Tahunan Badan.

& &) O A httpsi//account.pajak.go.id/iapo B % ® © & =

Profil ¥  Peraturan~  Unduh~  InformasiPublik ¥  Internasional © Tema~  ReformasiPerpajakan >  Edukasi Pajak

\ dip

Pelaporan Pra Pelaporan

#. Pengisian SPT Secara Elektronik (e-Filing)

Untuk pengisian SPT secara elektronik Anda dapat memilih cara berikut:
* Mengunduh Formulir « Mengisi Langsung di Situs Web

fO rm ﬁling Ih?'deeal‘:erai

SPT Masa Pemungut Bea Meler.;x

e-Form PDF e-Filing .

Gambar 4.3 Tampilan Menu Lapor Website DJP

Setelah masuk ke ke menu lapor, Wajib Pajak dapat memilih fitur e-form pdf.
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« c O B hitpsy/eform-webpajakgoid/viewe B % ® &8 =

Arsip SPT Buat SPT Unduh Adobe PDF Reader fo rl

Viewer

Untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT, Anda perlu menginstal Viewer terlebih dahulu di komputer Anda. Silakan klik gambar di bawah

ini.
-
\ Adobe Acrobat Reader DC -|-
/|

Gambar 4.4 Tampilan Menu Unduh Software Adobe Acrobat Reader

Dalam menu e-Form terdapat tiga sub menu yaitu arisp SPT, buat SPT, dan
Unduh Adobe PDF Reader. Sebelum mengunduh SPT, Wajib Pajak diharuskan
memiliki software Adobe Acrobat Reader yang nantinya digunakan untuk mengisi
SPT Tahunan Badan, apabila belum memiliki DJP sudah menyediakan software
tersebut sehingga Wajib Pajak dapat langsung menunduhnya.

< C QO 8 nttpsy//eform-web.pajak.go.id/efile/spt B8 % [CIES]

Arsip SPT Buat SPT Unduh Adobe PDF Reader Iorl

Tahun Pajak

2023 v

Jenis SPT

® rupish O Dollar

Status SPT

e

Pembetulan Ke

D Hanya kirim token

Media Pengiriman Token

. @ Email O Nomor Handphone

Gambar 4.5 Tampilan untuk Mengunduh SPT Tahunan Badan 1771
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Kemudian beralih ke sub menu buat SPT, sebelum mengunduh Wajib Pajak

harus mengisi data formulir 1771 seperti yang ada pada tampilan di atas. Kemudian

SPT 1771 Tahunan Badan dapat diisi sesuai dengan Laporan Keungan yang sudah

disusun.

Lampiran dalam e-Form 1771 terdiri dari:

1.
2.

1771 Induk

Induk Lanjutan, dalam Induk Lanjutan terdapat beberapa lampiran yaitu:

a.

Lampiran Khusus 8A 1 — Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan
Keuangan untuk Perusahaan Industri dan Manufaktur

Lampiran Khusus 8A 2 — Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan
Keuangan untuk Perusahaan Dagang

Lampiran Khusus 8A 3 — Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan
Keuangan untuk Bank Konvensional

Lampiran Khusus 8A 4 — Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan
Keuangan untuk Bank Syariah

Lampiran Khusus 8A 5 — Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan
Keuangan untuk Perusahaan Asuransi

Lampiran Khusus 8A 6 — Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan
Keuangan untuk Perusahaan non Kualifikasi

Lampiran Khusus 8A 7 — Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan
Keuangan untuk Perusahaan Dana Pensiun

Lampiran Khusus 8A 8 — Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan

Keuangan untuk Perusahaan Pembiayaan

Lampiran I - Perhitungan Penghasilan Neto Fsikal

Lampiran II — Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan

Baiaya dari Luar Usaha secara Komerisal

Lampiran III - Kredit Pajak Dalam Negeri

Lampiran IV — PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Lampiran V — Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Deviden

yang Dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
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8. Lampiran VI— Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi, Daftar Utang
dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi, dan Daftar Piutang Kepada
Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi.

9. Lampiran Khusus 1A — Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

10. Lampiran Khusus 2A — Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

11. Lapiran Khusus 3A — Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki
Hubungan Istimewa. Lampiran Khusus 3A ini dibagi menjadi dua Lampiran
lagi, yaitu:

a. Lampiran Khusus 3A 1 — Penyertaan Transaksi dalam Hubungan Istimewa
b. Lampiran Khusus 2A 2 — Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang
Memiliki Hubungan Istimewa

12. Lampiran Khusus 4A — Daftar Fasilitas Penanaman Modal

13. Lampiran Khusus 5A — Daftar Cabang Utama Perusahaan

14. Lampiran Khusus 6A — Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)

15. Lampiran Khusus 7A — Kredit Pajak Luar Negeri

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilakukan melalui software
Adobe Acrobat Reader dan dapat dilakukan dalam mode offline atau tanpa internet.
Pengisian dilakukan dari lampiran paling belakang, hal ini dikarenakan angka yang
diinputkan dari lampiran belakang akan otomatis masuk ke lampiran depan dengan
perhitungan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam pengisian e-Form
terdapat beberapa warna kolom yang harus diketahui Wajib Pajak yaitu putih untuk
kolom yang nantinya akan terhitung otomatis sesuai dengan penginputan pada
lampiran-lampiran di belakang, kuning untuk kolom yang harus diisi manual oleh
Wajib Pajak sesuai dengan laporan keuangan yang sudah disusun selama satu tahun
pajak dan merah muda untuk kolom yang harus diisikan sesuai tanggal pengisian
e-Form saat itu juga agar tampilan e-Form dapat beralih ke lampiran-lampiran lain.
Dari sekian banyak lampiran formulir 1771 tidak semua lampiran dalam SPT Badan
1771 digunakan dalam pelaporan CV JAC, hal ini dilakukan menyesuaikan dengan
kondisi, transaksi yang dilakukan, dan data yang terdapat pada perusahaan.

lampiran yang digunakan antara lain:
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1. Lampiran Khusus 1A — Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Berisi mengenai rincian aset dan penyusutan yang dimiliki oleh CV JAC sampai

dengan tahun 2023. Dari data yang diperoleh terdapat 5 (lima) aset yang dimiliki

yaitu gedung (lift barang), inventaris kantor, 2 (dua) buah handphone, dan

sebuah manekin.

-_— IE ==
LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUNPAJAK [2] 0] 23]
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
lrwwp [OTTIITTITTTTTT]  namawanspamx [
L DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL Import Data
KELOMPOK BULAN | TAHUN HARGA NILAI SIEA METODS Leorfird PENYUSUTAN
NO | JEMS HARTA HARTA | NAMAHARTA loecoLl OLEHAN| PEROLEHAN | BUKUFISKAL | PENS N | P AL | FISKAL TAHUN INy |  CATATAN
1 Kslompok Bangunen Permanen GEDUNG (LIFT) 4 Eull 21.250.000 16203125 ™ s Lurus. 1.062500 GEDUNG
2 Harts Berwuiad Kelomook 1__[INVENTARIS KANG) 5 2018 2.150.000 [ Garss [Garts Lurus 0 INVENTARIS KARY
3 Harta Barvund Kalompok 1 HP 1 1 2020 31600.000 1.650.000 | Gans Lunus. [Gans Lurus. 900 000 1 UNIT HP 1
4 Harts Berwuud Kalompok | HP2 Y 200 2140.000 1.070.000 (Gans Lurus Garis Lurus. 535.000 TUNITHP 2
s Harta Berwuasd Kelomook 1 MANEKIN 12 202 3.458 000 3385958 s 864500 MANEKIN
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL. — 3,362,000
JUMLAM PENYUSUTAN KOMERSIAL. 3.362.000
SELISIH PENYUSUTAN 0
Tamban [ Hapus Data ke- [5 ] Rows 1 » 8 o §
. DAFTAR AMORTISASI FISKAL
NILAT SISA WETODE WETOOE
KELOMPOK BULAN | TAHUN HARGA P bl ol B2 AMORTISASI
NO | JENIS HARTA RT. NAMA HARTA |5 2ol EHAN|PEROLEHAN| PEROLEHAN | By FISKAL | &0 FISKAL TAHUN INI | CATATAN
HARTA AWALTAHUN |  KOMERSIAL
[JUMLAH AMORTISASI FISKAL. 0
| JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL. 0
SELISIH AMORTISASI o
[ Tomen | [ _Fepw  Josmke [0 B Rows 4 ® 0 of 0
-

Gambar 4.6 Lampiran Khusus 1A

2. Lampiran V — Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Deviden

yang Dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.

Dalam lampiran V terdapat bagian A diisikan dengan NPWP kosong dikarenakan

tidak terdapat daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah deviden yang

dibagikan, sedangkan pada bagian B diisikan daftar susunan pengurus dan

komisaris sesuai dengan data yang terdapat pada akta pendirian CV JAC, namun

bagian alamat harus diisi sesuai dengan KTP masing-masing pengurus.
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|

| el

x 1 7 7 1 V LAMPIRAN -V g Y

= 7] SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN | & Bn 2 B

4 3

E Rl |- DAFTAR EMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN E

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS -
2]
NPWP ]~

g EREEEAIEENRT S

E NAMA WANIB PAJAK l:.._ SR

w

Q| PERIODE PEMEUKUAN i || 4 E E
BAGIAN A : DAFTAR SAHAM ! PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG

JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN

NO NAMA ALAMAT NPWP (Ruplah) Y (Rupish)

" @ ®) @) 8) ® 1]

1 00,000.000.0-000.000 o| 100 )
I l JUMLAH BAGIAN A l JBA l ﬂl 100 | 40]
orare (7] SRR
BAGIAN B : DAFTAR DAN

NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN

™ ) o ) )

1 - v m v svga” DIREKTUR

2 . T p [ - * i+ PESERO KOMANDITER (DIAM)

@ Data ko-E] Rows 1 to 2 of 2

D.1.1.32.54
== L

Gambar 4.7 Lampiran V

3. Lampiran IV — PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.
Sesuai dengan UU No 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat 2, pendapatan bunga bank
merupakan salah satu objek pajak Pajak Penghasilan Final dengan pengenaan

tarif sebesar 20%.
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BUKA

LAMPIRAN IV
ez ] 522
x
g 1771 IV LAMPIRAN - IV 3
-
3 SPT TAKUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN | & Bnan
& 2
O KEMENTERIAN KEUANGAN R) z
L DIREKTORAT JENDERAL PAsAx | PP FINAL DAN AN YANG TIDAK OBJEK PAIAK | <
7]
< Hewe EEEEEEEEEEDERR
% NAMA WAJIB PAJAK |: sy
8| evcccrmnsn  [IE] « EI1E]
BAGIANA : Pph FINAL
DASAR PENGENAAN PAIAK TARIF PPH TERUTANG
! B eiony Rupah) %) (Rupiah)
() @ [E) @ [C)
1. [BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO S81/ 88N 1.052.150 20 210430
2 [BUNGA DISKONTO OBLIGAS! 0 0 0
3 PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI 0 0 ()
BURSA EFEK
4 |PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL o 0 2
VENTURA
5. |PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM o 0 9
6. |[PENGHASILAN PENGALINAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN 0 0 0
7 AN ATAS TANAH 0 0 0
8. |IMBALAN JASA KONSTRUKS|
8. [PELAKSANA KONSTRUKSI 0 0 o
8 |PERENCANA KONSTRUKS! 0 0 0
8c  [PENGAWAS KONSTRUKS! 9 ) 2
9. |PERWAKILAN DAGANG ASING 0 0 0
10. |PELAYARAN | PENERBANGAN ASING 0 0 °
11 |PELAYARAN DALAM NEGERI 0 o 0
12, [PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP ] ) o
13 |TRANSAKSI DERATIF VANG ) [ 0
[DIPERDAGANGKAN DI BURSA
JUMLAH 210430
14_JENIS PENGHASILAN LAINNYA I
DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF
No l JENIS PENGHASILAN peen I ™ I Rupah)
wwnppnteruave [ d
of Toaeaouna [ aoex
] e[ ] Rows o s
BAGIANS : AN YANG TIDAK OBJEK PAJAK
NO JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO (Ruprah)
[0} @ )
1. |BANTUAN / SUMBANGAN o
2 HIBAH o
[DIVIDEN / BAGIAN LABA DAR| PENYERTAAN MODAL 7
3 [PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf  UU PPh)
a IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU 'YANG DITERIMA DANA PENSIUN 0
[BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN .
5 |PASANGAN USAHA
5454 LEBM mwwue:m cdpor Al
104NG PENDIOKA o
B ot Ao e Al TAAN an
eoin
JUMLAH BAGIAN B (JBB) 0
7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA
No JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO [ ]

E e

D.1.1.32.54

Rows o of

SN

Gambar 4.8 Lampiran [V

4. Lampiran II — Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan

Baiaya dari Luar Usaha secara Komerisal

Pada lampiran ini diisikan sesuai dengan komponen yang ada di Laporan Laba
Rugi mulai dari pembelian, persediaan awal, persediaan akhir, beban

operasional, dan biaya dan pendapatan lain yang terdapat pada kolom lampiran

tersebut.
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o [Toma ]

-_—
§ 1771_ " LAMPIRAN - Il
2 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
x
o
2 mmcmmon PERINCIAN HARGA POKOK Pir;JUAngéBIAY?( gag:gmmnu DAN BIAYA DARI LUAR
g NPWP EERERIRENES & I T ] naawagsPAK | B . ]
E PERIODE PEMBUKUAN D E e 2] E]
~NO PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
Rupin) (Rupan) Fupiany (Rupan)
Lo @ o) w ® [CRE
1 Joaaancan 2697.721.3%0 o o 2697.721.950
2 ﬁ;‘,:omw“m‘:‘n“ 0 600014475 0 €00.014 475
3 [BlAYA TRANSPORTASI o 12.703.000 o 12703000
4 ”g;nsm o L} 2.362.000 o 3362000
5 [s1ava sewa ) ° o ]
6 [BIAYA BUNGA PINJAMAN o o o o
7 [BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA| o 30000000 o 20.000000
8 [BAYA PIUTANG TAK TERTAGIH ° 0 o )
9 [BlAYA ROYALTI ° [ 3 0
10 [BIAYA PEMASARAN PROMOSI o 0 o 0
11 [BUAYA LAINYA o 225929744 29960929 255910673
12 [PERSEDIAAN AVAL 1400970000 o o 1400.870.000
13 [PERSEDIAAN AKHIR (+) 1358.923.000 0 ° 1.358 923,000
14 [JUMLAH 15.0. 12 DIKURANG! 13 2730788350 872009219 29960529 3641 758,498
Catatan Catatan Tambaban
Moo 1 unk it = Womar . o
Normee 7' Equey Rato)
Hormer 104,10, o Womer 10
Normor 12 dan 13 untk e fosmisafind
0113284
=]

Gambar 4.9 Lampiran II

5. Lampiran I - Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal
Pada lampiran ini merupakan perhitungan otomatis dari lampiran sebelumnya,
pada lampiran ini Wajib Pajak harus menjelaskan biaya yang masuk dalam
koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif sehingga didapatkan laba fiskal

untuk perhitungan pajak terutang.
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| (<]
n:t 1 77 1 I LAMPIRAN - | H
2 - SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN | & B n
x E
O KEMENTERIAN KEUANGAN R| H
L DREXTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL =
)
2| wewe CEEEREEREEZEER
E navawass paak [ I
&
Q| PERIODE PEMBUKUAN D E] sd. E] EI
NO URAIAN RUPIAH
1) (2) )
1 PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :
a. PEREDARAN USAHA.. . . 2 a8 A1 078
b. HARGA POKOK PENJUALAN.. 1b. 2730.709.080
. BIAYAUSAHALAINNYA. . ... - 1c 872.009219
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 18- 1b-1c)...... 1d. 526.821 508
. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA..... 1o 1874132
1. BIAYA DARILUAR USAHA. ................. I 29980929
9 PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1 :
¢ 1g. -28.106.797
h. JUMLAH (1d 419 )i Ot
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 1h 408.714.709
6 ) A Kol 2 0
3. PUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h +2)..c.....c.c.. a. 498.714.709
4 | PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK| B
OBJEK PAJAK 4 ;
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK
KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA..... 5 0
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN...............
©. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM Sb. o
BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN........ N = =
d JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN = =
o. HARTA YANG BANTUAN ATAU se. 875 000
5. I PAJAK PENGHASILAN 5t 275096
GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN. FIRMA 5 °
8 ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM 2
n, Sankst Sh. 0
SELISIH PE DIATAS FISKAL
L si. [
. SELISIH DIATAS FISKAL 5) [
Kk BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA Sk. ]
1. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA S 62139.558
JUMLAH  Sasd S Sm. 63.280.654
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF
4 SELISHH PE! DI BAWAH FISKAL 6a. o
p SELISH Ol BAWAK FISKAL 6b. 0
6. 6c. [
AN YANG
c
4 PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA 6d o
o JUMLA BA 5.3 6 6o 0
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA AN
7. [neTo: | 1 I °|
TAHUN KE - 7A E
8. |PENGHASILAN NETO FISKAL (3 4 + 5m - 8e - 7b) | 8 l su.oszztal
CATATAN Pindahkan gmlah Angks 8 ke 1
D.1.1.32.54
== ==

6. Lampiran Khusus 8A 2 — Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan

Gambar 4.10 Lampiran [

Keuangan untuk Perusahaan Dagang

Pada lampiran khusus ini, data yang diisikan merupakan data yang diperoleh

dari Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan.
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7.

_—
PERUSAHAAN
DAGANG

o=
8A-2
TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

[2]eT2]5]

LAMPIRAN KHUSUS l

AREEREEEEEEEEN

NPWR
NAMA WAJIB PAJAK J
L ELEMEN DARI NERACA
NO. URAIAN NILAI (RUPIAH) NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)
T[AS DAN SETARA KAS 459,600 951 T[HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 1450.445.700
USAHA PIHAK YANG MEMPUNY A HUBLINGAN
2/INVESTASI SEMENTARA _nl Ot dy N °
3 |PIUTANG USAHA PIHAK KE TIGA 1.074.278) 3 [HUTANG BUNGA 9)
[FIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAL 30,008,388/
*{HuBUNGAN ISTIMEWA o (SRR
5 | PIUTANG LAIN-UAIN PIHAK KETIGA o 5 [HUTANG DIVIDEN 9
el FIUTANG LAIN-AAIN PIHAK YANG MEMPUNYAl HUBUNGAN 0| 6.|BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 0]
7 |PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU Q) 7.|HUTANG BANK 9)
[BAGAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUM TEMPO
&|PERsEDIAAK 1350923000 | &R AN BeRu A o
8 [BEBAN DIBAYAR DI MUKA 12.167 531 9.|UANG MUKA PELANGGAN 9
10 [UANG MUKA PEMBELIAN 0] 10, [KEWAJIEAN LANCAR LAINNYA 161.382.500}
11 JAKTIVA LANCAR LAINNYA 0] 11 [HUTANG BANK JANGKA PANJANG 9
12.|PIUTANG JANGKA PANJANG of | 12[HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN o)
[HUTANG USAHA JANGKA PANJANG FIHAK YANG MEMPUNY A
13.|TANAH DAN BANGUNAN 21.250.000 13 NG ISTIIEWA 9
14} TETAP LAINNYA 11.348 000 14.|KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN [
15 JOIKURANGI AKUMULAS| PENYUSUTAN 13.650.917] 15, |KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA of
18 [INVESTAS! PADA PERUSAHAAN ASOSIAST o
17.|INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 9
1 ITA TIDAK BERWUJUD 171.868.260)
19.JAKTIVA PAJAK TANGGUHAN 437.009.689
20} /A TIDAK LANCAR LAINNYA <400 000.000|
[JUMLAH AKTIVA * 1.850.712.840 | JUNLAH KEWAJBAN DAN EXUITAS 1.850.71;
1. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI
NO. URAIAN | NILIAI (RUPIAH)
1.|PENJUALAN BERSIH 4.138.586 075
2 |PEMBELIAN 2.697.721.350}
3 |SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL 1.400.970.000
4.|SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR 1.358.923.000
5.|HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) 2.739.768.350|
8. [LABA KOTOR (1 - 5) 1.398.830.725
7.| BEBAN PENJUALAN 34639.124
8 |BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 837.370.095)
5.[LABA USAHA (6 -7-8) 526.821.508)
10 [PENGHASILAN/BEBAN) LAIN -28.106.797
11| BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 0
12.|LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (8 + 10 + 11) 498714709
13.[BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 61704720
14.[LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 437.000.989
15 [POS LUAR BIASA 0
16.[LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) 437.009.988|
17.JHAK MINORITAS ATAS LABA (RUGH) BERSIH ANAK PERUSAHAAN B
18.|LABA BERSIH (16 - 17) 437.009.089)
Nl ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
wo.| PIHAK - PIHAK I JENIS TRANSAKSI | NILAI TRANSAKS! (RUPIAH)
[ _Temean | [[__Hapm  |oatake [ &) Rows 0 of
== =

Gambar 4.11 Lampiran Khusus 8A 2

1771 Induk

Pada lampiran Induk, perhitungannya sudah otomatis sesuai data yang
dimasukkan pada lampiran sebelumnya. Jumlah pajak terutang yang ada pada
Induk SPT dapat diperiksa kembali dengan perhitungan manual yang dilakukan
oleh Wajib Pajak. Setelah didapati angka yang sama maka Wajib Pajak dapat
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memasukkan data angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulannya
untuk menjadi kredit pajak sehingga diperoleh pajak kurang bayar yang harus
dibayar oleh Wajib Pajak. Tanggal pada SPT Induk disesuaikan dengan tanggal
pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

-

= E=

@ SPT TAHUNAN %

é 1 7 7 1 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN g Ennn

R e oo avaasass et b £ s 0]
e JTTTTT T TTITT]  Osessvmmrwen

o | NAMAWANR PAIAX

<

= JENIS USAHA [PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL J KL [ﬂl"

T | PERIODE PEMBUKUAN DE sd |12 El 7] Dalam 1 Tahun Berjalan
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Mwsus BUT) |

PEMBUKUAN | LAPORAN KEUANGAN QO oiavoir (® TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK. l

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK J

NP WP KANTOR KONSULTAN PAJAK I

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

S5

i

NAMA KANTOR KONSUILTAN PAIAK ]
Ea

) Pengisian kolom-kolom yang bertsi nilal rupiah harus tanpa nilai desimal (confoh panulisan ihat buku RUPIAH %)
patunjuk hal. 3)
) @) )
i PENGHASILAN NETO FISKAL s r 560.952213)
H
ii R. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 2 I of
% 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) 3 580.952.000|
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesual dengan dangan kriteria Wajb Pajak. Untuk lebih jelasnya
lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
O 4 61.704.72¢
2
£ O
B |@ Tart pPn s, 31E syt (1) [] Menggunakan Porhtungan Sendiri
E 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI % Ii n]
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) s 61.704.720)
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negen) 7
B. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI = °|
h L urcfabs Kob
b. KREDIT PAJAK LUAR MEGERIv - A
i c. JUMLAH (8a + 8b) L 0|
A
H (@ 2.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ° r o mvzo‘
& (O b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG | DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 108 [ :\svmvlsal
2. PPh Ps. 25 BU
5. STP PR Ps. 26 (Hanya Pokok Pajak) ml °|
<. JUMLAH (102 + 108) 10c r nm.4u|
11, (9= 10c)
] (8 PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) " [ zs_mzul
] (O PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
H
3 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 1.3 DISETOR TANGGAL Tanggal wazm I
i o
E 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON O
e
Knusus Restius untuk Wajib Pajs Tentanty atou Vajb Pajak 7 Tartanty O
D.1.1.32.54
= =

Gambar 4.12 SPT Induk
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8.

Induk Lanjutan

Pada induk lanjutan terdapat perhitungan PPh Pasal 25 yang akan dibayarkan
setiap bulan pada tahun pajak selanjutnya, berdasarkan pajak terutang tahun
2023 dibagi 12 (dua belas) untuk jumlah bulan dalam satu tahun. Pada bagian
pernyataan diisikan untuk pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
memasukkan nama lengkap pengurus, NPWP, tempat Badan terdaftar sebagai

Wajib Pajak dan tanggal pelaporan.

INDUK LANJUTAN [ LAMPIRAN B4 - 2 PERUSAHAAN DAGANG || BUKA I

o |

Formulir 1771 Halaman 2,
RUPIAN *)
[T @) 5
145 PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR [ "“i
[PENGHITUNGAN ANGSURAN 14 560.952.
b KOMPENSAS! KERUGIAN FISKAL "”l
e PENGHASILAN KENA PAJAK (142 = 14b) Ich s-uuzauz]
R i pPh YANG TERUTANG | oI
Tacif PPh dan Bagian B Nomor 4 X 14¢) 14 61.704 72
o. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM '“l jl
[ANGKA 140 YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN
1. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 140) mI o m.nq
0. PPh PASAL 25 (1N2 X 140) 14g 5142
ii padgsbivnsy) 150 210.430]
;i 2 |, PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK =) r gl
£ PENGHASILAN BRUTO ) r ) » "
18.
.i. OM- i danvatau g Negara Waj B
g 3.1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )"
E (@) Tudak Ads. i Negara Tax Haven Country
s

" LANPTRAN

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 17711, 177111, 1771-lll, 17710V, 1771-V. DAN 1771-V1
[BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA

o. [X] SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

[X] LAPORAN KEUANGAN

g TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Larmpiran Khusus da-1 /428431044 1845 EA-6/ BA7/ 88"
g DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pongisian SPT)*

D PERHITUNGAN KOMPENSAS| KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)™

D DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pungisian SPT)"

[[] DAFTAR CABANG UTAMA (Lampan Khusus SA riuk Pengisian SPT)"

T € = & & P 7

[[] SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

. [[] PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampran Khusus 6A Buku Petuniuk Pengisian SPT)

[C] KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

[[] SURAT KUASA KHUSUS (Bia diuasakan)

(] RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46:2013 PER MASA PAIAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA

: |
3E]

[ 1

57— 3 - F ©

Dengan menyadari sepenut
‘saya menyatakan bahwa spa yang telah saya beserta lampir

b [ e. ;OGYAKARTA 4. [25/04/2024

. [X) wauB PAJAK

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

NPWP d.

PERNYATAAN

ksk-sanks| sosual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaki.
hya akan segala akibatnya fermasuk sankstsan wiorkie poe i

(Tempat) 9l bin thn

R -

D132

Gambar 4.13 Induk Lanjutan
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Pada bagian kanan atas terdapat menu kirim merupakan menu lanjutkan
untuk mengirim SPT ke DJP. Dalam menu ini Wajib Pajak harus melapirkan
dokumen laporan keuangan yang sudah ditandatangani oleh direktur, lampiran
penyusutan, dan bukti pembayar pajak kurang bayar. Setelah mengunggah
dokumen yang diperlukan dan mengisikan riwayat penyetoran pajak kurang
bayar berupa jumlah pajak kurang bayar, Nomor Transaksi Penerimaan
Negara, tanggal penyetoran, jenis setoran, dan kode MAP. Kemudian Wajib
Pajak akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirim ke email yang
didaftarkan saat mendaftar sebagai Wajib Pajak untuk mengkonfirmasi
pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan, kemudian dapat memilih

submit untuk mengirim SPT tersebut.

<< SEBELUMNYA ‘

[ unggen —] [CAPORAN KEUANGAN JAC 2023 ] n Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf. Ukuran Max 20MB

Rekapitulasi Perodaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 55 Tahun 2022 File yang
f unggeh | [ ] n Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Daftar Nominatif Biaya Promosi davatau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis
[ nggeh ] | ] nwumwa.sua

PR Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjervs pdf, Ukuran Max

r Unggah 5MB

Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf. Ukuran
[ ] [ | anlf:MB

Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negn. File yang
[ Umen ] ] n diupload berjenis pd, Ukuran Max SMB

[ ungean ] [LAMPIRAN PENYUSTAN DAN BUI| n Dokumen Lampiran Lamnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max SMB

KD-MAP [ romssm ] TGL (SSP/PBK) | JUMLAH BAYAR [ NTPN ! PBK
1] 41128 | 200 | 250472024 | 26.961.284 |
Import Data Tambah Hapus Data k..[:] Rows 1 to 1 of 1
Nilai Kurang Bayar [25851.284 | Jumiah Setor | 25.951.284

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

| Submit ]

Gambar 9.14 Menu Kirim pada SPT Badan 1771
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Pada pelaporan SPT Badan yang dilakukan oleh CV JAC sudah
sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketetntuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Pasal 3 dimana pelaporan SPT PPh WP Badan maksimal
adalah 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak yang berarti tanggal 30
April. Pelpoaran SPT yang melebihi tanggal yang ditentukan akan
mengakibatkan WP dikenai denda administrasi sejumlah Rp1.000.000 (satu
juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan. CV JAC sendiri melakukan
pelaporan pada tanggal 25 April.
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BAB YV
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian evaluasi perhitungan dan

pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada CV JAC tahun 2023, kesimpulan yang

diperoleh adalah:

1.

Perhitungan pajak terutang CV JAC sudah sesuai dengan Pasal 31E
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana
Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak mencapai Rp4.800.000.000
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) memperoleh fasilitas berupa
pemotongan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal.
Sehingga tarif yang digunakan dalam menghitung pajak terutang adalah
11% (sebelas persen).

Penyampaian SPT CV JAC dilakukan tanggal 25 April 2024 yang mana
masih dalam tenggat waktu sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Pasal 3 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat 4 (empat) bulan

setelah akhir tahun pajak yaitu tanggal 30 April.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, berikut

merupakan hal yang perlu diperhatikan:

1.

Bagi akademisi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membantu menambah dan
memperluas wawasan mengenai mekanisme perhitungan, penyetoran, dan
pelaporan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi
masukan kepada pihak terkait untuk lebih mensosialisasikan perhitungan
pajak terutang dan pengisian SPT Badan 1771 sesuai dengan peraturan yang

berlaku saat ini.
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2. Bagi Wajib Pajak Badan
Penelitian ini diharapkan dapat membantu para Wajib Pajak Badan untuk
memahami dan menambah wawasan mengenai perhitungan, penyetoran,

serta pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan.

5.3 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Objek hanya pada satu studi kasus atas CV JAC.

2. Peneliti hanya dapat mengumpulkan data yang diperoleh selama magang
industri di tempat magang dimana CV JAC merupakan salah satu klien.
Konfirmasi data hanya dapat dilakukan pada karyawan yang sebelumnya

memegang data dan admin dari CV JAC.

5.4 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjangkau ranah dari segi objek
sehingga tidak berpaku menggunakan tarif Badan tunggal (fasilitas), melainkan
juga tarif Badan final ataupun tarif Badan normal dengan fasilitas maupun non
fasilitas. Dengan memperluas ranah penelitian, peneliti dapat menghimpun
pengetahuan yang beragam dan lebih terpercaya terkait perhitungan Pajak

Penghasilan Badan dengan berbagai macam tarif.
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LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Laba Rugi CV JAC Tahun 2023

LAPORAN LABA RUGI

CV JAC

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

PENDAPATAN
Penjualan
Potongan penjualan
Retur Penjualan
Jumlah Pendapatan

HARGA POKOK PENJUALAN
Persediaan Barang Dagang awal
Pembelian
Potongan pembelian
Retur Pembelian
Beban angkut pembelian
Harga Pokok Barang Siap Dijual
Persediaan Barang Dagang akhir
Harga Pokok Penjualan
Laba (Rugi) Bruto

BEBAN
Beban Penjualan
Beban Gaji
Beban Tunjangan
Beban Pendidikan & Pelatihan
Beban Sewa
Beban Perlengkapan
Beban Pemeliharaan
Beban Penyusutan

Beban Rumah Tangga Kantor
Beban Pajak & Perijinan
Beban Sosial dan Lingkungan
Beban ATK
Beban Jasa Pihak Ketiga
Beban Perjalanan Dinas
Beban Konsumsi
Beban Pos, Materai, Asuransi
Beban Transportasi, BBM
Beban Promosi
Beban Entertainment
Jumlah Beban

LABA (RUGI) OPERASI

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN
Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-Lain
Beban Administrasi Bank
Beban Bunga
Beban Lain-Lain
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Beban Pajak Penghasilan
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN

Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan

1.400.970.000
2.695.159.350

2.562.000

4.138.599.075

4.098.691.350
1.358.923.000

34.639.124
517.331.775
82.682.700

34.036.480
18.675.500
3.362.000
9.460.900
18.448.400
2.281.796
875.000
6.199.300
30.000.000
47.837.000
290.000
22.494.344
12.703.000

30.691.900

4.138.599.075

2.739.768.350

1.052.150
821.982
2.044.272

27.936.658

1.398.830.725

872.009.219

526.821.506

(28.106.797)

498.714.709
61.704.720

437.009.989
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Lampiran 2: Laporan Posisi Keuangan CV JAC Tahun 2023

CV JAC
LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2023

Aset Lancar

Piutang Lainnya

Persediaan Barang Dagang
Pajak Dibayar Dimuka

PPh 22

PPh 23

PPh 25

Beban Dibayar Dimuka

Sewa Dibayar Dimuka

Beban Asuransi Dibayar Dimuka
Jumlah Aset Lancar

1.358.923.000

12.167.531

1.831.765.757

Liabilitas

Kas 15.856.800 (| Hutang Usaha

Bank CIMB Niaga 195.342.128 || Hutang Pajak

Bank Mandiri 248.402.023 Hutang PPN

Bank BRI - Hutang PPh 21

Piutang Dagang 1.074.275 Hutang PPh Pasal 23 / PPh Pasal

Hutang PPh 25/29/PP 46/PP 23/PI
Hutang Bank
Hutang Lainnya

1.450.445.700

62.500
20.000
29.923.888

161.382.500

Jumlah Liabilitas

1.641.834.588

Aset Tetap Ekuitas
Gedung 21.250.000 || Modal -
Inventaris Kantor 11.348.000 || Tambahan Setoran Modal -
Kendaraan - Laba Ditahan 171.868.263
Aset Lainnya - Laba Periode Berjalan 437.009.989
Akumulasi Penyusutan 13.650.917 || Prive (400.000.000)
Jumlah Aset Tetap 18.947.083 || Jumlah Ekuitas 208.878.252
TOTAL ASET 1.850.712.840 || TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.850.712.840

Lampiran 3: Lampiran Daftar Penyusutan CV JAC Tahun 2023

LAMPIRAN

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
TAHUN PAJAK : 2023
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP NAMA WAJIB PAJAK :  CV JAC
. Kel. Perolehan NSBF Metode Penyusutan y NSBF

o R Harta | Bulan | Tahun Nilai Aval Tahun i Fiskal Fiskal ; Akhir Tahun

(U] (¢] @) @ 1T ® | 6 (7) ©) [ © (10) 1) (12)
BANGUNAN

1 [Gedung 1t [ 1 [ 4 ] 2018 | 21.250.000 | 16.203.125 GL [ GL | 1.062.500 | 6.100.375 15.140.625
INVENTARIS KELOMPOK |

2 [INVENTARIS KANTOR __Unit 1 8 2018 2.150.000 - GL GL - 2.150.000 -

3 [HP 1 Unit 1 1 2020 3.600.000 1.650.000 GL GL 900.000 2.850.000 750.000

4 |HP 1 Unit 1 1 2021 2.140.000 1.070.000 GL GL 535.000 1.605.000 535.000

5 | MANEKIN Unit 1 12 2022 3.458.000 3.385.958 GL GL 864.500 936.542 2.521.458
TOTAL INVENTARIS KELOMPOK | 11.348.000 6.105.958 2.299.500 7.541.542 3.806.458

GRAND TOTAL 32.598.000 22.300.083 3.362.000 13.650.917 18.947.083
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